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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue mengemuka dalam 
pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan good governance tersebut 
dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, selain 
pengaruh globalisasi. Disamping itu, tuntutan good governance juga dilakukan kepada 
organisasi publik, termasuk partai politik. Partai politik tidak hanya hidup di tengah-
tengah rakyat, tetapi juga bergerak atas dukungan rakyat. Lebih dari itu, semua sepak 
terjang partai politik selalu diatas namakan rakyat. 
Prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas penting untuk mewujudkan 
good governance dalam organisasi publik, termasuk partai politik. Prinsip akuntabilitas 
sebagai pembuka jalan bagi terlaksananya prinsip-prinsip good governance yang lain. 
Dimana prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pengurus 
partai politik kepada stakeholders, yaitu pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, baik masyarakat, konstituen, 
kader maupun internal pengurus partai. Sedangkan prinsip transparansi dibangun atas 
dasar kebebasan memperoleh informasi terkait kepentingan publik secara langsung yang 
dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan dengan mekanisme dan peraturan yang 
berlaku. Disamping itu, prinsip responsivitas sebagai upaya untuk melayani berbagai 
pihak yang berkepentingan (stakeholders), yaitu adanya daya tanggap penyedia layanan, 
yaitu pengurus partai politik terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan 
pengguna layanan (stakeholders). 
Partai politik sebagai institusi publik dalam alam demokrasi mempunyai peran 
fundamental. Partai politik menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. 
Sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, partai 
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politik menyerap, merumuskan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat. Sebagai 
organisasi yang menempatkan kader-kadernya di legislatif maupun eksekutif, partai 
politik menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut, untuk 
dipenuhi melalui kebijakan pemerintah.  
Budiardjo (2008), Shakil dan Marzia (2013), dan Undang-Undang No. 2 Tahun 
2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa 
partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, bersifat nasional dan 
dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela yang anggota-anggotanya 
mempunyai orientasi, memiliki ide, kesamaan kehendak, nilai-nilai dan cita-cita yang 
sama tentang bagaimana negara harus dijalankan. Tujuan kelompok ini untuk 
memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara 
konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanan mereka.  
Fungsi partai politik menurut Pramono (2011:10) adalah : (1)  keikutsertaan 
dalam pemilihan umum: (2)  jembatan antara masyarakat dengan negara; (3) 
memperjuangkan rancangan keputusan politik, menjadi keputusan politik, dan 
melaksanakan keputusan politik tersebut, apabila dipercaya sebagai pemenang pemilu 
atau menjadi mitra kritis (oposisi) apabila kalah dalam pemilu. Budiardjo (2008:163) 
menjelaskan fungsi partai politik sebagai (1) sarana komunikasi politik; (2) sarana 
sosialisasi politik; (3) sarana recruitmen politik; dan (4) sarana pengatur konflik 
(conflict management). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik pasal 11 menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana (1) 
pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara 
Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara; (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) penyerap, penghimpun, 
dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan 
negara; (4) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (5) rekrutmen politik dalam 
proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 
kesetaraan dan keadilan gender.  
Pelaksanaan fungsi partai politik sebagaimana tersebut di atas, membutuhkan 
mobilisasi sumber daya dan  rambu-rambu kerja yang terarah. Salah satu tantangan 
3 
 
 
terbesar bagi partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi politiknya adalah 
pengelolaan keuangan partai. Menjalankan fungsi tersebut tidak semata terkait 
manajemen, sumber daya manusia, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas, namun 
juga sumber-sumber keuangan yang dapat dieksplorasi oleh partai politik dan 
pentingnya pengaturan negara atas keuangan partai politik. Pottie (2003:12) 
mengelompokkan sumber keuangan partai politik terdiri dari : (1) Negara (public 
funding) yang dapat dialokasikan secara tahunan atau hanya dialokasikan dalam 
kampanye pemilihan; (2) Kalangan swasta (private funding) yang diatur sumber 
pendapatan dan pengeluarannya; dan (3) Dana tidak sah (illegitimate funding). 
Sedangkan Pramono (2011: 49) mengelompokkan sumber dana partai politik terdiri dari 
: (1) Internal partai, seperti iuran anggota, sumbangan dari kader partai yang duduk 
dalam lembaga legislatif atau eksekutif, dan badan usaha yang didirikan oleh partai; (2) 
Kalangan swasta (private funding), seperti sumbangan dari individu, badan usaha 
swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat; dan (3) Negara (public funding), yaitu 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD).  
Dewasa ini, dana yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan fungsi partai 
semakin besar, sehingga dana dari internal partai sangat tidak mencukupi. Diperlukan 
dana dari sumber lain, baik dari kalangan swasta (private funding) maupun dari negara 
(public funding). Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik  
disebutkan bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Dana bantuan partai politik sesuai dengan 
tingkatannya tersebut diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan fungsi dari partai 
politik, yaitu untuk kegiatan operasional maupun pendidikan politik. 
Hafild (2008:14) menjelaskan bantuan negara kepada partai politik merupakan hal 
wajar, karena hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya 
Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, Filipina dan 
Thailand. Selain itu Biezen (2003:25) menjelaskan bahwa dari sisi pendapatan, di Eropa 
Barat, sumbangan perseorangan dan badan usaha dibatasi, sedang subsidi negara 
diperbanyak, sementara belanja partai politik cenderung dibatasi. Sebaliknya di 
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Amerika Utara sumbangan perseorangan dan badan usaha tidak dibatasi, sedang subsidi 
negara terbatas, sementara belanja partai politik cenderung tidak dibatasi.  
Pembatasan dana sumbangan dan besaran belanja tidak ada artinya jika partai 
politik tidak akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana politik serta 
responsivitas sebagai upaya mendorong partai politik untuk akunbel dan transparan 
tersebut. Vinuela dan García (2011:11) menjelaskan bahwa kontrol publik atas 
keuangan partai politik memerlukan pengungkapan yang komprehensif atas pendapatan 
dan pengeluaran partai. Kontrol publik tersebut, meliputi akuntabilitas, transparansi dan 
responsivitas. Gelapnya sumber dan penggunaan dana partai politik di Indonesia 
merupakan awal dari berbagai praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulatif. Uang 
dalam politik (money is politics) adalah sebuah keniscayaan, karena tanpa uang politik 
tidak bergerak, tumbuh, dan berkembang seperti juga dengan ekonomi dan 
pembangunan. Tetapi politik uang (money politics) adalah tindakan dan cara yang tidak 
demokratis. Menggunakan dan memobilisasi uang untuk mengintervensi proses politik 
dan kebijakan publik dapat menyebabkan pengaruh yang tidak wajar, sehingga 
melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Ohman dan Zainulbhai (2007:16) berpendapat 
bahwa uang tidak pernah tidak menjadi masalah dalam sistem politik (money is never 
unproblematic part of the political system). Tidak saja karena uang mengendalikan 
proses politik (uang merupakan salah satu sarana mendapatkan kekuasaan), tetapi juga 
politik mengendalikan uang (jabatan dalam politik dapat pula digunakan untuk 
mendapatkan uang). Karena itu, uang juga merupakan akar sejumlah kejahatan politik.  
Praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulatif masuk dalam proses politik, 
sehingga mencederai demokrasi yang dibangun selama ini. Penyimpangan tersebut 
dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik, misalnya 
Tahun 2006 skandal Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang melibatkan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Rochmin Damhuri. Skandal korupsi tersebut 
memperlihatkan keterlibatan partai politik, politisi dan birokrat. Perhatikan tabel 1.1. 
berikut : 
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Tabel 1.1. Aliran Dana DKP- Rochmin Damhuri ke Partai Politik 
NO. 
PARTAI 
POLITIK 
PENERIMA BULAN JUMLAH TOTAL 
1. Golkar Soleh Solahudin Februari 2004 75.000.000  
  Hari Azhar Aziz Februari 2004 25.000.000  
  Slamet Efendi Yusuf Maret 2004 25.000.000 125.000.000 
2. PKS Partai Keadilan Desember 2003 100.000.000  
  Fachri Hamzah Februari 2004 50.000.000  
  Partai Keadilan Maret 2004 200.000.000  
  Fachri Hamzah/PKS Juni 2004 50.000.000 400.000.000 
3. PAN Imam Doroqudni Januari 2004 25.000.000 25.000.000 
4. PDIP Firman Jaya Daeli Februari 2004 25.000.000 25.000.000 
5. PKB Khofifah Maret 2004 50.000.000  
  PKB Maluku Januari 2004 10.000.000  
  Tarmizi Taher Maret 2004 50.000.000 110.000.000 
6. PPP Endin S Maret 2004 150.000.000  
  PPP DKI Maret 2004 50.000.000 200.000.000 
Total 885.000.000 
Sumber : Supriyanto (2011:66)  
 
Kasus korupsi dana Badan Urusan Logistik (Buloggate) dan skandal Bank Bali 
menunjukkan bahwa uang dari kelompok bisnis tertentu dan dari instansi pemerintah 
mengalir ke kas partai politik. Laporan audit Price Waterhouse Coopers atas Bank Bali 
menemukan aliran dana sebesar Rp 15 miliar ke Badan Pemenangan Pemilu Golkar. 
Selain itu, dana sebesar Rp 40 miliar Bulog yang direncanakan untuk dibagikan bagi 
kaum miskin pun, mengalir ke beberapa petinggi Golkar. Disamping itu, kasus korupsi 
pembangunan wisma atlet di Palembang, yang melibatkan petinggi partai dan menjerat 
Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan menyeret Bendahara 
Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin serta anggota Badan Anggaran DPR 
Angelina Sondakh. (www.antikorupsi.org). Selain itu, sejumlah pengurus parpol, yang 
pernah jadi pejabat publik, terjerat kasus korupsi, misalnya Andi Alfian Mallarangeng 
(Partai Demokrat, menteri), Wa Ode Nurhayati (PAN, anggota DPR), Luthfi Hasan 
Ishaq (PKS, anggota DPR), Emir Moeis (PDI-P, anggota DPR), Murdoko (ketua DPD 
PDI-P Jateng), Zulkarnaen Djabar (Golkar, anggota DPR) dan sebagainya.  
Modus memburu dana illegal buat partai politik tersebut, juga terjadi di DPRD 
provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Keberagaman politik yang terjadi di DPRD 
provinsi dan DPRD kabupaten/kota menyebabkan kesulitan tersendiri bagi gubernur 
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dan bupati/walikota dalam mengambil keputusan. Namun dengan politik transaksional, 
di mana gubernur dan bupati/walikota membagi-bagi dana proyek dan dana sosial 
APBD di kalangan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, roda 
pemerintahan tetap bisa berjalan, meskipun kebijakan yang diambil tidak pro rakyat. 
Inilah yang melatar belakangi banyaknya kepala daerah dan anggota DPRD terbelit 
kasus penggelapan dana APBD. 
Berbagai kasus tersebut di atas, menuntut pengelolaan keuangan partai politik 
secara transparan, akuntabel dan responsivitas, sehingga akan meminimalisir kasus-
kasus serupa. Sebaliknya partai politik yang kurang transparan, akuntabel dan 
responsivitas, berakibat timbul berbagai masalah, seperti money politic, banyaknya 
korupsi yang bersumber dari oknum (elit) politik, menurunnya loyalitas kader pada 
partai politik. Dengan demikian akuntabilitas, transparansi dan responsivitas merupakan 
prinsip pokok pengaturan keuangan partai politik.  
Ohman dan Zainulbhai (2007:27) menekankan pembatasan dana sumbangan dan 
besaran belanja yang tidak ada artinya, jika partai politik tidak terbuka dalam pengelo-
laan dana politik. Oleh karena itu, partai politik diharuskan membuat laporan 
pengelolaan keuangan partai secara terbuka. Laporan keuangan, yang di dalamnya 
menjelaskan pendapatan dan belanja, tidak hanya harus diaudit akuntan publik, tetapi 
juga harus diumumkan kepada publik. Di sini prinsip akuntabilitas dan transparansi 
ditegakkan. Anzar (2011:44) menekankan bahwa partai politik merupakan entitas 
akuntansi yang masuk pada domain lembaga publik. Layaknya lembaga-lembaga publik 
lainnya di Indonesia, maka partai politik disyaratkan untuk membuat laporan keuangan 
secara periodik, yakni setahun sekali dan diaudit oleh auditor negara, yaitu Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit tersebut tidak hanya pada saat kampanye, menjelang 
dan pasca pemilu, namun juga aktivitas politik lainnya yang berhubungan dengan publik 
sepanjang tahun. BPK melakukan pemeriksaan setiap tahun atas laporan keuangan 
partai politik yang bersumber dari dana pemerintah sesuai dengan tingkatannya, baik 
yang bersumber dari APBN maupun APBD. Sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) 
melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan partai politik saat kampanye, menjelang 
dan pasca pemilu. Aktifitas partai politik tidak hanya berkaitan dengan kampanye 
namun aktifitas politik lainnya yang berhubungan dengan publik sepanjang tahun. 
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Kajian yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi partai politik telah 
dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2008:225) dengan judul 
“Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Akuntabilitas dan Transparan Keuangan 
Partai Politik”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi mahasiwa 
S1 dan mahasiswa S2 program studi akuntansi yang ada di perguruan tinggi Kota 
Malang terhadap akuntabilitas keuangan partai politik masih rendah.  
Peneliti yang sama Kholmi (2010:37) dengan judul “Persepsi Konstituen 
Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik (Studi Di Kota Malang) yang 
melakukan penelitian terhadap konstituen partai politik di Kota Malang. Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa persepsi konstituen atas akuntabilitas keuangan partai 
politik rendah, baik dalam laporan keuangan tahunan atau laporan dana kampanye. 
Selanjutnya, harus ada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, misalnya 
jelas regulasi dari pemerintah dan KPU, penegakan hukum yang efektif, kontrol 
keuangan dari partai politik dari tim independen; partai politik yang lebih transparan 
pada dana kampanye, dan perbaikan kemerdekaan partai politik. 
Penelitian lain yang dilakukan Rohmah (2012:19) dengan judul “Persepsi 
Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas 
Keuangan Partai Politik Terhadap Kinerja Partai dan Upaya Pemberantasan 
Kejahatan Kerah Putih” yang menganalisis persepsi mahasiswa akuntansi Unesa 
tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap kinerja 
partai dan upaya pemberantasan kejahatan kerah putih. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan persepsi mahasiwa program studi S1 akuntansi tahun angkatan 2010 dan 
2011 Universitas Negeri Surabaya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan 
partai politik rendah. Persepsi yang rendah tersebut sangat berpengaruh terhadap 
menurunnya kinerja partai politik dan kejahatan kerah putih di Indonesia susah untuk di 
minimalisir. 
Demikian juga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2013:370) dengan 
judul “Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik” yang 
menganalisis persepsi pengurus partai politik tentang akuntabilitas keuangan Partai 
politik di Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa pengurus partai politik sependapat untuk menerapkan akuntabilitas 
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keuangan dalam mengelola organisasi partai politik, yaitu akuntabilitas keuangan 
tahunan; akuntabilitas keuangan dana kampanye; dan akuntabilitas keuangan dana 
bantuan yang bersumber dari APBD. Sebagian besar pengurus partai menjawab sangat 
setuju (47,26%) dan setuju (43, 24%) adanya akuntabilitas keuangan partai politik, 
tetapi masih terdapat persepsi pengurus partai sangat tidak setuju (2,31%) atas 
akuntabilitas keuangan tersebut.  
Penelitian lain, dilakukan oleh Darminto (2014:70) dengan judul “Transparansi 
dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Padang 
Pariaman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”. Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Padang Pariaman,  masalah pengelolaan dan 
pelaporan bantuan keuangan partai politik tampaknya belum berjalan dengan optimal, 
pengurus partai politik harus memiliki skala prioritas atas kebutuhan yang mesti 
dipenuhi, dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Kualitas laporan keuangan partai 
harus ditingkatkan dan lebih dipertegas lagi aturan hukum yang terkait akan 
pengelolaan keuangan partai politik. 
Tuntutan akan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas sebagai bagian dari 
nilai-nilai good governance bagi partai politik tidak dapat dielakkan, karena partai 
politik sebagai organisasi publik. Nilai akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas 
partai politik dalam pengelolaan dan laporan keuangan sangat berperan dalam 
membantu pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Membangun 
akuntabilitas, transparansi dan responsivitas partai politik, membutuhkan waktu yang 
tidak singkat, dan perlu dilakukan secara terus menerus dari berbagai pihak, baik partai 
politik, pemerintah, lembaga legislatif maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).  
Kajian tentang akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas sebagai bagian dari 
nilai-nilai good governance dalam pengelolaan keuangan partai politik yang bersumber 
dari bantuan negara (APBN/APBD) belum dilakukan. Kajian yang telah dilakukan 
sebelumnya, belum menelaah secara khusus tentang akuntabilitas dan transparansi 
partai politik dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan dana 
pemerintah daerah (APBD). Disamping itu dalam penelitian sebelumnya, belum ada 
yang mengungkapkan responsivitas partai politik sebagai salah satu referensi dalam 
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perbaikan dalam pengelolaan partai politik, termasuk dalam pengelolaan keuangan 
partai politik. Oleh karena itu, kajian ini fokus pada akuntabilitas, transparansi dan 
responsivitas berperspektif good governance dalam pengelolaan keuangan partai politik 
yang bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta/APBD DIY, 
dengan lokus pada  Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY periode 2010-
2015.  
 
B. Batasan Masalah 
Dari penjelasan tersebut di atas, dan melihat kompleksitas permasalahan 
pengelolaan keuangan partai politik, maka fokus kajian penulis pada pengelolaan  
keuangan Partai Demokrat DIY yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD), laporan keuangan Partai Demokrat yang bersumber dari APBD dan 
hasil audit BPK atas laporan keuangan tahunan Partai Demokrat DIY untuk tahun 
anggaran 2011 sampai dengan 2013.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan 
masalah atas kajian penulis adalah : 
1. Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Demokrat DIY yang 
bersumber dari APBD? 
2. Bagaimanakah transparansi pengelolaan keuangan Partai Demokrat DIY yang 
bersumber dari APBD? 
3. Bagaimanakah responsivitas Partai Demokrat DIY dalam pelayanan informasi 
keuangan kepada stakeholder? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang 
hendak dicapai pada penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis akuntabilitas Partai Demokrat DIY dalam pengelolaan keuangan 
yang bersumber dari dana APBD. 
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2. Menganalisis transparansi dalam pengelolaan keuangan Partai Demokrat DIY 
kepada publik yang bersumber dari dana APBD. 
3. Menganalisis responsivitas Partai Demokrat DIY dalam pelayanan informasi 
keuangan kepada stakeholder. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Dari tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan 
manfaat. 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 
kepatuhan dalam pengelolaan keuangan parti politik sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku, akuntabilitas dan transparansi  dalam 
pengelolaan keuangan partai politik yang bersumber dari dana APBD serta 
responsivitas partai politik dalam pelayanan informasi keuangan kepada 
stakeholder.  
b. Mamperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam pengelolaan partai politik, 
khususnya dalam pengelolaan keuangan partai politik yang bersumber dari 
dana pemerintah (APBD). 
c. Menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik dan 
lebih lengkap. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara langsung, khususnya 
dalam pembukuan dan pelaporan pengelolaan keuangan partai politik yang 
bersumber dari APBD. 
b. Sebagai bahan masukan bagi partai politik, khususnya Partai Demokrat DIY 
untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan partai politik 
berdasarkan nilai-nilai good governance. 
 
